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PENANGANAN KEBERATAN PEMILU DI BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1

Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik secara akurat
dan tepat

Merespon dengan cepat sesuai waktu yang tertera dalam Perbawaslu Nomor
10 Tahun 2019

Menyediakan sarana dan fasilitas yang tertata baik dan media yang dapat
diakses secara online

Menyiapkan Petugas layanan informasi yang berdedikasi dan siap melayani

Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi
publik yang dapat diakses dengan mudah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1 Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2 Term Of Refference
3 Komputer/Laptop/Printer/Scaner
4 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan dapat mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan] Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

program/kegiatan yang telah disusun dalam RPA




SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik Kepemiluan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

No |

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon
Informasi

Petugas
Layanan
Informasi

PPID

Atasan PPID

Tim
Pertimbangan
PPID

Sengketa
Informasi

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Keberatan diajukan secara tertulis kepada
Atasan PPID paling lama 30 (tiga puluh) Hari
setelah pemberitahuan disampaikan kepada
Pemohon dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan oleh petugas layanan
informasi

e

(N

A

Formulir Pernyataan

Keberatan, Identitas (KTP-

el)

5 Menit

Formulir Pernyataan
Keberatan yang telah
diisi oleh pemohon

PPID wajib memberikan salinan formulir
sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2)
Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 sebagai
tanda terima pengajuan keberatan kepada
Pemohon atau kuasanya dan mencatat
pengajuan keberatan dalam buku register
keberatan.

Buku Register Keberatan

Tanda Terima
Pengajuan Keberatan

Atasan PPID memberikan tanggapan atas
keberatan paling lama 30 (tiga puluh) Hari
sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam
buku register keberatan.

[,
)

Tanggapan Atas
Keberatan (Paling Lama
30 Hari)

Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai
Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang
sedang berlangsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Perbawaslu
Nomor 10 Tahun 2019, atasan PPID wajib
memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah diterimanya keberatan

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diberikan setelah
mendapatkan masukan dari tim pertimbangan
dan dituangkan dalam keputusan Atasan
PPID.

Dalam hal Pemohon keberatan dengan
keputusan Atasan PPID sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemohon dapat mengajukan
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tanggapan Atas
Keberatan Informasi
Pemilu (Paling Lama 3
Hari)

diterima

ditolak

Hasil Keberatan




